
LEMBARAN DAERAH 

KABUPATEN KEBUMEN 

NOMOR: 10 TAHUN 2004 SERIE: NOMOR: 8 

====================================== 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN 

NO MOR 6 T AHUN 2004 

T.ENTAilliG 

PEMBENTUKAN BA.DAN PER\\lAKILAN DESA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Menimbang 

BUPATI KEBUMEN, 

a. bahwa. dengan telah diundangkannya. Perat.uran 

Pemerintab Nomor 76 Tabon 200 l teutaug 
Pedoman Unmm Pengaturan Meu,geuai Desa,. 

maka pembeutukau BPD sebagaimaua diatm· 

dalam Pei-atm-au Daernlt Kabupaten Kebumen 

Nomor 5 Tahon 2000 perlu diadakan 

penyesuatan; 



Mengingat. 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

tersebut huruf a maim perlu menetapkan 

Peralunm Daerah t.entang Pembentukan BPD. 

l . Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pemhentukau Daerah-daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Propiusi Jm-va Teugah jo. P~11tun.m 

Pemerintah Nomor 32 Talmu l950 reutang 

P~1etapan Mulai Berlakunya Uudaug-uudaug 

Nomor B Tabun l 950 ; 

2. Uudan.._e.-uudang Nomor 22 Tahun 1999 teutaug 

Peme1iutalt Da~-aJ.1 (Lemban:u.1 Negara Talmu 

1999 Nomor 60, Tambalran Lembaran Negara 

Nomor 3839); 

3. Peraturan Peuiet-iu.tah Nomor 25 Talmn 2.000 

tentang Kewenangan Pemerintahan dau 

Kewenangan Pt·o1>itt'3i sebagai Daernb Otonom 

(Lemharan Negara Tahun 2000 Nomor 54, 

Tambaban Lemharan Negara Nomor 3952) ; 

4. Pernturan Pemerintah Nomor 76 Talmn 200 l , 

tentang Pedoman Unmm Pengaturan Mengeuai 

Desa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 

142, Tambahan Lembaran Negara.Nomor 4155) 
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5. Kepubu.-an Preside.n Nomor 44 Tahun 1999 

tentang Telmik Penyusunau Penitm1111 

Pemndang-uuda11ga11 dan Betituk Rancangan 

Uudaug-uudaug, Raucaugau Peratm1.111 

Pemetiutah dan Rancangan Keputusan Preside11 

(Lembar.m Negara. Talmo 1999 Nomor 70) ; 

6. Kepufusan Menteri DaJam Negeri Nomor 48 

Tahun 2002 t.ent.ang Teknik Penyu~1man 

Permuran Desa. clan Keput.usan Kepala. Desa.; 

7. .Kepnt.usan Dewan Perwakilan Rakyat. Daerab 

Kabupat.en Kebnmen Nomor 75/KPTS­

DPRD/2001 tenf.ang Peraturan Tata Tert.ib 

Dewan Pern•akilan Rakyat Daerah Kabupmen 

Kebumen. 

De11gan Pet-set~juan 

DEW AN PER WAK.ILAN RAKYAT DAERAH KABUPA TEN 

:KEBUMEN 

l\1EMlITUSKAN : 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN 

TENTANG 

PERWAKILAN DESA 

PEMBENTIJKAN BADAN 
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BAB 1 

KETENTUAN UMUM 

Pa-ml l 

Dalam Peraturan Daerah ini yan.g di maksud dengan : 

l. Daeral1 adalal1 Kabupaten KebumetL 

2. Pemetintah Daet-ah adalalt Peme1iutah Kabll})aten Kebumeu. 

3. • Bupati adaJab Bupati Kebu.rnen. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat. Daerah adalah Dewan Perwakilan 

Rakyat Daernh K .. abupaten Kebumen. 

5. Camat adalalt Pet-angkat Daernh yang mempunyai \\>-ila_yalt ketja 

di tiugkat Kecamatau dalam Kabupatei1 Kebumeu. 

6. De.sa. a.dalab kes atnan masyarakat huJmm yang memiliki 

kewenangan untu.k mengatur dan mengums kepentingan 

mn.-,yamkat setempat berdasmiran asal-usul dau adat- istindnt 

set.empat. yang diakui clalam sit.1em Pemerintahan Nasional clan 

berncla. di Daerah. 

- 7. Peme1:intaba11 Desa adalab kegiatau Pemerintaban yang 

dilaksanakan oleh Pemeriutah Desa dan Badan Penvakilan Desa 

8. Baclan PeIWakiJan Desa. yang selanjntnya. clisebut BPD adaJab 

Lembaga Legista~i dau Pengawasan dalam hal pelaksanaan 

Pernturnu Desa, Anggarnn Pendapatan dau Belm.!ia Desa dan 

Ke-pnfusan .Kepala Desa. 
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9. Pemerintah Desa. adaJah KepaJa. Desa clan Perangkat. Desa. 

10. Perntumu Desa adalal1 peraturnu yang ditetapknu olelt Badau 

Perwakifan Desa bersama dengan K.epala De.sa. 

11. KepnhJBan .Kepala. Desa. adaJah keput.usan yang dit.efapkan oJeh 

KepaJa.Desa. baik bernifat. pengat.urrm maupun penet.apan. 

B.4.B II 

PE:MB.ENTUKAN 

f'a."1al 2 

BPD dibentuk di Desa sebagai wab.aua untuk melaksa:nalrn.n demokrasi 

herdasarkan PattcaSila. 

Pasai 3 

Jumlah anggot.a BPD ditent.ukan berdasarkan jumJah penducluk Desa. yang 

bersangkutan, dengan ketentuan: 

a. Jumtah J)tmduduk sampai deng.au L500 jiw-a,. 5 oning auggota; 

b_ L50 l s/d 2. 000 jiwUi, 7 orang ang,gota; 

c. 2. 00 l s/d 2.500 jiwa, 9 onu1g aug_gota;. 

d. 2.50 l std 3, 0()() ji\~~ l l orang auggota;. 

e. lebih dmi J,000 iiwa 13 011U12 an22ota 
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BAB Ill 

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI 

Pasal4 

BPD berkecludukan cli desa sebagai mitra ke~ja dari Pemerintah Desa e dengan p1insip sating menghonuati 

Pasat 5 

( 1) BPD mempunyai tugas dan weweuaug : 

a. meuetapkau Calou Kepala Desa te11>ilih ; 

b. meugusulkan peugangkatau dau pemberheutian Kepala Desa 

kepada Bupati melalui Camat ~ 

c. mengnsulkan Penjabat Kepala. Desa kepada Bupati melalui Camat 

d. membetikan persetujuan atas pengangkatan dan pembet·beutian 

Pernngkat Desa ~ 

e. ben.-ama den,gan Kepaia Desa.menetapkan Peraturan Desa ; 

f hernama Kepala Def.la menetapkan Anggarnn Pendapatan dan 

BeJanja.Desa ~ 

g. men.ampung dan menindaklat!juti a..;,.1)irnsi masyai·akat. 

(2) Pelaksanaan tugas clan wewenang sebagaimana dimaksnd pada. ayat 

(l), ditetapkan dalam Pernturan Tata Tertib BPD. 
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Pasal 6 

( l) BPD me.mpunyai fimgsi: 

a. meugayomi, yaitu mettiaga kelestmim1 adat istiadat yang hidup 

dan berkembang di desa yang bersangkutm1 sepm1iang menm1jaug 

kehm,gsnngan pembangnnan dan tjdak bertentangan dengan nilai -

nilai / ajaran agama ; 

b. JegisJasi, yajtu mernrnuskan clan rnenetapkan Peraturan Desa 

bersarna-sarna Pernerintah Desa ~ 

c. peuga\~'a8m.i,, yaitu me.liputi peugaw.ism1 terhadap pelaksm.man 

Peraturan Desa,. Ang,__~,an.111 Peudapatan dan Belatlia D1;1sa s1;11-ta 

Keputusau Kepala Desa ; 

d. meuamJ>uug a.')J>m1s1 nia.'3ym-akat yaitu menangani dan 

menyaJurkan aspirasi yang diterirna dari rna::;-yarnkat kepada 

pt::jabaf. atau instam:i yang bervu..nang. 

(2) Pdaksanaan fongsi BPD sebab-aimana dimaksud pada ayat (1 ), 

ditetapkan dalam Perr..rturan Tata Tertib BPD. 

Pa.sat 7 

( l) A:pabila BPD karena sesuatu hal tidak bedi.mg.~i sehiugga 

rnenghambat jaJannya Pemerintahan Desa, Kepala Desa dapat 

m?n_gadakan Ra.pat Khusus ; 

(2) Rapat Khusus sebagaimana climaksud ayat. (1) clihadiri oleh unsur 

Lembaga Kemasyarakatan Desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, 

tokoh pemuda clan lainnya. 



(3) Dalam Rapat tersebut menl.balllli:l : 

a. tidak berfungsinya BPD . 

b. apabila petiu dapat mengusulkan pergantian antar \·\taktu kepada 

Bupati atau melaksauakau Pemiliban Auggota BPD bm11. 

(4) Selama BPD tidak berfimgsi, maka lliq)at Khusus tersebut dapat 

membentnk Fomm .Khm:us yan,g menjahmkan .fim_gsi BPD. 

BAB IV 

MEKANISl\i.E PE.i\ilLIHAN DAN PENETAPAN ANGGOTA BPD 

Pasal 8 

Yang dapat dipilih ~,=,ba_-gai An_ggot~ BPD adaJah penduduk Desa Warga 

Negara Republik Indonesia dengan syarnt-syarnt : 

a. Be.ifaqwa kepada Tuhan Yang ~faha Esa; 

b. Setia clan taat kepada Pancasila dan UUD 1945; 

c. Tidak pemah terlibat tang.~ung atau tidak langsung dalam kegiatan 

yang. mengkhianati Pancm;ila dan UUD 1945, seperti G 30 S/Pl(I. dan 

a.tau kegiatan organisa.-;i te.i·laraug lainnya; 

d. Beivendidikan sekurnng-kurnugnya Sekolah Lat!jutan Tingkat Pettama 

atau yang sedet~iat; 

e. Tidak sedang dicabut hak pilihnya.: 

f Bernmur sekurang-kurangnya 25 tahlm dan t.?rdaftar sebagai pendndnk 

dan bertempat tinggal tetap di desa. yang bersangku.t.an sekurnng­

kurangnya. se.lama 2 (<hIB) tahun terakhir de.ngan tid.ak terputlw-putu.s 

dibul1ikan dengan Kartu Tami.a. Penduduk: 



-

g. 

It 

1. 

J. 

(1) 

Sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter 

Pemerintah; 

Keten:u1gan bei·kelakuan baik ; 

Meugenal daen.dn1ya dau dikeual oleh 1U&"Y3111lrat di desa setempat; 

Bei-sedia dicaloukan atau mencalonkan dfri me11jadi auggota BPD. 

PasaJ 9 

Anggota BPD clipilih dari calon-calon yang cliaju.kan dari kalangan 

acbrt, agama, organisasi sosial, golongan profosi, clan 110£.11r pemuka 

Jainnya dan atau yang mencalonkan diri, 

(2) Pemilihan anggota BPD sebagaimana. dimaksud pada ayat. (1), 

dilaksanakan oleh penclucluk clesa. yang mempunyai hak pilih, 

(3) Pemililran anggota BPD dilaksmmkan oleh Panitia Pemililmn yang 

dibeutuk oleb Kepala Desa bersaum BPD dan ditetapkan deugau 

Keputusau Kepala Desa 

(4) .£\t>abita belum terbe11tuk BPD sebagaimana diumk~ud J)ada ayat (3), 

maka pelaksmman pemililmu dilakukan oleh Panitia Pemilihan yang 

dihentuk ole.11 Kepala Desa. 

Pasal to 

(1) An.'J,~ota BPD dipilih oleh pendu.dnk desa. dari ca.Ion yang memenu.hi 

persyarat.an. 

{2) PemiJihan anggot.a BPD dilaksanakan melalui tahap pencalonan dan 

pemilihan, 
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(3) Biaya. pelak~-anaan pemilihan anggota. BPD d.ibebankan pada 

Ang.gar-an Pendapatan clan BeJanja. De.sa sert.a. dana. Jain yang sah. 

PasaJ ll 

(1) Panitia Pemililrnn Anggota BPD terdi1i dari m1sur Pemeriutab Des~ 

- uusur ~mbaga K1;1masyarnkata11 Desa dan Tokob Masyarakat 

(2) Hasil pemiliban anggota BPD sebagaimaua dimaksud ayat (l)~ dalam 

waktu selambat-lambatnya 7 (ttliuh) luui st:_iak pelaksauaau pemilihau 

harus dilapodrnu kepada Bupati melalui Camat untuk meudapatkan 

peugesalrau .. 

Pasal 12 

(1) Dalam me.laksanakan tugas, Pimpiuan BPD dibantu ofob Se.lo:e.tariat 

BPD. 

(2) Sekretru.iat BPD sebagaimana dim.ak~ud dalam ayat ( l), dipinl)>in oleh 

seon.ntg Selo:etaris dan dibantu oleh staf sekretariat sesuai deugau 

kebutuban, dan diangkat olelt Kei>ala Desa atas pe.n~eh.!iuan BPD. 

(3) Pen~yarabnt dan tatacan1 peugaugkatau Sekretmis setta Staf Sekretaiiat 

sebag}1i,u.au.a dimak~ud ayat (2), betJ>edomau pada Kei>utusan But>ati 

{4) Sekretaris clan Staf Sekretariat. BPD tidak boleh clirangkap oleh 

anggota BPD, Kepafa De.sa, Perangkat Desa dan nnl-11T Lembaga 

Kecmasyarnkat.an De-sa. 
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PasaJ 13 

Bentuk Tata. Naskah, .Kop Surat, Papan Nama BPD diatur dengan 

Keputnsan Bupati 

Pasal l4 

(l) Sebelum memangkujabatau} auggota BPD meugucapkau sumpali atau 

jm\ii meum·ut agamauya dau dilm1tik oleh Bupati atau Pejabat yang 

ditut\1 uk,. di pusat Pemerintahan Desa atau tempat lain yang ditmtjuk 

(2) Susunau kata-kata sumpab atau jai\ii auggota BPD sebagaimaua 

dimaksud pada ayat ( l _)} adalal1 sebagai berikut : '0:Uemi Allal1 

(Tuhau). saya bersumpab atau be1jai1ii bahwa saya akan memenuhi 

kewajiban saya sehdm an,g.gota. BPD clen,gan sebaik-baiknya, sej1tjur­

j1tjurnya, dan seadiJ-adiJnya, bahwa saya akan seJalu t.aaf dalsm 

mengamalkan clan mempert.ahankan Pancasila. sebagai dasar Negara, 

clan bahwa. saya. akan menegakkan kehidupan clemokrasi clan Unclang­

umlan,g Dasar 1945 sebagai Kon~1.itusi Ne,gara serta. segala. peraturan 

pemnclang-undangan yang berJaku bagi Desa, Da.erah clan Negara. 

Kes.atu.an Republik Indonesia'". 
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BAB V 

HAK, KE\VAJIBAN DAN LARANGAN BAGIANGGOTA BPD 

Pasal 15 

(1) AnggotaBPD mempunyai hak: 

a meneropkan Penitm1n1 Tam Te1tib BPD; 

b. bet--sama Kepala Desa membalms dau menetapkan APBDt""s dau 

Peraturau Desa laiunya 

c. memiuta pertauggungjawaban ke:pada Kepala Desa; 

d. meug~j ukau Raucaugan Peratm·an Desa ; 

e. meugadakau pernbalmn Rancangau Peraturan Desa;. 

[ memiuta keforaugan kepada Pemetintah Desa;. 

g. meu~jukau 1>emyataau 1:r,md31>at 
h. mengajukan pertanyaan; 

1. menerima uang sidang sesnai kemampuan Desa. 

(2) Pelaksanaan hak sebagaimana climaksud pada ayat (I), clitetapkan 

dalam Per-..d.urnn TataTertib BPD. 

Pasa} 16 

(l} Kewajiban Anggota.BPD. 

a mempettahaukau dau memelihm·a keutuhm1 Negara Kesatuau 

Re.publlik Indonesia;. 

b. mengamaJkan PancasiJa dan UUD 1945 sefa menta3fj segaJa 

Pernturan Pemndang-undangan yang berlaku~ 

c. membinademokrasi ciaiam penyelenggaraan Pemeriniahan Desa~ 
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d. meningkatkan kesejahteraan rakyat di Desa; 

e. melaksmiakan tug.as dm1 fungsi sesuai pern.turm1 penmdang­

uudaugau yang bedaku. 

(2) PeJaksanaan ke\.vajiban sebagaimana dimaksnd pada ayat (1), 

- clifotapkan clalam Perat.urnn TataTertib BPD. 

Pasal 17 

(1) Anggota BPD dilaraug: 

a. melalaikan tugas clan kewajiban atau melakukan kegiatan yang 

merngikan kepenfingan Negara, Pemerintah Daerah 

Pemerintalian Desa dan ma,;;yarakat, 

b. melakukan perbuatan yang bettentangan dengan nornia-nonua 

yang hidup dan berkembm1g dalam kehidupan benuasyarakat serta 

melakukan perbuatan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan 

masyarakat misalnya, perbuatan m.msila, petjudian atau mabuk­

m.ahukan dan atau lain-lain. 

(2) Dalam lial anggota BPD melakukan pelanggm·an sebagaimatia 

dimak•md t>ada ayat (1), pimpinan BPD mengusulkan kepada Bupati 

a.gar an,ggot.a BPD yang bersangkutan diberhent.ikan sekaligus 

men,gnsu.Jkan pen,ggantian antar \\'akin. 

(3) Dalam haJ pimpinan BPD melakukan pelanggaran sebagaimana 

dimaksll{l claJam ayat (1) Kepala Desa dengan pertimbangan anggota 

BPD clapat. meiaporkan kepadaBupati. 

13 



BPD meuyampaikau laponm kinetjm1ya minimal l (satu) kali dalmu satu 

talmn kepada ma~yarakat dalam Rapat Desa yang dihadiri m1.~m· Pemeiintah 

Desa, Lembaga Kemasyarnkatan Desa, tokoh masyarakat~ tokoh agama, 

- tokoh pemu.da clan tokoh )ainnya. 

BAB VI 

KEDUDUKAN KEUANGAN BPD 

Pasal l9 

(1) Anggota dan pimpinan BPD berhak menei·ima uang sidang dan atau 

tmlja.ngan seita pengh.asilan lainnya sesuai deugan lrem.ampuan 

keuangan Desa. 

(2) Uang sidang anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belru\ja 

Desa. 

Pa~at 20 

(1) Untuk keperluan ke_giatan BPD, uang sidang. tunjangan serta. 

penghasilan lain sebagaimana dimaksu.d dalam PasaJ 19 disediakan 

Anggaran se.tinggi-tingginya. 10 'N• dari Anggaran Ru.tin Desa yang 

dikelo!a oleh Sekretariat BPD. 
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(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), ditetapkan setiap talmn 

dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. 

BAB VII 

l\fASA KEANGGOTAAN DAN PEM.BERHENTIAN ANGGOTA 

- BPD 

Pasal 21 

( l) Masa keanggotaan BPD dite.tapkan se.Iama 5 (lima) talmn dan dapat 

dipilili kembali. 

Anggofa BPD berhenti bersama-sama pada saat anggota BPD yang 

barn telah dilantik. 

Pasal 22 

Keanggotaan BPD berhenti karena: 

a. atas penuintaan st'!ndiri; 

b. meninggal dunia; 

c. ma-:m keanggotaannya telah bernkbir dan telah dilantik anggota BPD 

yang barn~ 

d. diberhentjkan karena. melan,g,gar snmpah d.an jabatan; 

e. rndakukan perbmrt.an yang bertent.angan dengan Pernt.uran Pernndang­

undangan yang berlaku atau norma yang hich1p dan berkembang di 

masyarakat Desa. 
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BAB VIII 

P.ENGGANTIAN ANGGOTA DAN PIMPINAN BPD 

ANTARWAh'TU 

Pasal 23 

- ( l) Peuggautiau antar waktu a11ggota BPD dilaksanakau dalam rapat BPD 

yang dipimpin oleb Ketua atau Wakil Ketua, diaugkat dmi rauking di 

bawalmya. 

(2) Apabila ranking clibm,vahnya fjdak berseclia at.au fjdak acla, maka 

diJaksanakan pemiJihan anggota.BPD antar wakt.u sefmai PasaJ 8. 9, 10 

clan lL 

PasaJ 24 

( l) Terhadap anggot.a. BPD yang berhenti sebelum masa. keanggotaannya 

berakhir d.apat diadakan penggantfan AnggotaBPD. 

(2) Masa keanggotaan bagi anggot.a BPD pen,gganti adalah sisa waldu 

yang be.Jum dijaJankan oJeh anggota BPD yang berhent.i at.au yang 

cliberhentikan. 

PasaJ 25 

Se.Jambat.-Jambatnya claJam waktu 30 (tigapu.lu.h) hm-i sefdah aclanya 

penggantian anggota BPD hams dilaporkan kepada. Bupat.i untuk mendapat 

pen,gesahan Bupab at.au Pejabat. yan.~ dihmjuk. 
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(1) 

(i' ,_ .... , 

- (3" ' } 

. l) l -

- (2) 

(3) 

(4) 

Pasal 26 

Pimpinan BPD yang berhecnt.i ata.u diberhentikan sebeJum masa 

jabatannya be.rakhir, dapat diadakan penggantian pimpinan. 

Penggantian Pimpinan BPD seba,gaimana. dimaksud dalam ayat (1 ), 

diadalrnn dalam rnpat BPD yang diadakan secara khusus uutuk 

memilib pimpinau BPD yang akan diganti. 

Masajabatau Pimpinan BPD sebagaimaua dimaksud dalam ayat (21 

adalah masa jabarnn sisa \vaktu yaug belum dtialani oteh ])impiuau 

BPD yang berl1enti atau diberheutikan. 

BAB IX 

l\fEKANISl\lE DAN TATA TERTIB RAPAT 

Pa.:;al 27 

Rapat BPD dilakukan sekunmg-kurangnya 2 (dua) kati datam satn 

tahun. 

Rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Ketua 

BPD. 

Dalam b.al Ketua BPD berllalangan, rapat dipimpin olell salal1 seorang 

\-Vakil Ketuaatau oleh an,ggota.BPD berdasarkan hasil musyawarah. 

Pelaksanaan ket.entuan seba_gaimana dimaksud pada ayat. (1 ), ayaf (2) 

cum a.yat. (3), clit.et.apkan dalam Peraturan Tat.a Tert.ib BPD. 
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Pruml 28 

(1) Peratnran Tat.a.Tertib BPD d.itetapkan clengan Keputusan BPD. 

(2) Keput.usan BPD sebagaimana dimaksud pada. a.yat (1), cliJaporkan 

kepacla.Bupat.i melahti Camat dengan t.embusan Kepala.De-sa. 

- Pasal 29 

(1) Pimpiuau BPD terdiri dari Ketlm dan Wakil Kehm ... 

(2) Wakil Ketua sebagaimana. dimaksucl pada ayat. ( 1 ), sebanyak­

banyaknya. 2 {(hm) orang sesuai clenganjnmJah anggot.aBPD. 

(3) Pimpinan BPD sebagaimana. dimaksnd pada ayat. (I), dipilih clari dan 

olell anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan 

se.cara ldUJSuR 

(4) Rapat pemilihan Pimpinan BPD uutuk pertama kalinya dipimpin olel1 

anggota tertua dau. dibantu oleb auggota tennuda. 

BAB X 

TINDAKAN PENYIDIKAN ANGGOTA BPD 

(1) Tiudalrau peuyidikau terlmdap anggota BPD dilaporkan kepada 

But>ati. 



(2) Tindakan penyidikan seba,gaimana. climaksud pada. ayat (1), cliJaporkan 

oJeh pe.nyidik PoJri atau Jeksa Penunt.ut. Umum kepndn. Bupnti 

melalu.i Camat. selambat-lambatnya. 2 { dua) kaJi 24 jam. 

BAB XI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pa.:;al 31 

Hal-ha) yang beJum cliat.u.r dalam Peraturan Daerah ini akan cliatu.r lebih 

lanjut. oleh Bupafj sepanjang mengenai pelaksanaannya. 

Pa.:ml 32 

Deugau bertakuuya Peraturau Daeral1 iui, maka Peraturan Daernh 

Kabupat.en Kebumen Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pembentukan Badan 

Perwakilan Desa, dinyat.akan tidak berlaku. 

Pasal 33 

Peraturau Daernlt iui mulai berlalru pada tunggal diuudaugkau. 
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Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturau Daerah iui deugau penempatauuya dalruu Le1nbru1111 Daernb. 

Dhmi i Kehumen 
Pad.a fora 2004 
SE·' RAH 
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